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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan diatas, peneliti akan 

menjelaskan hipotesis dengan kesimpulan berikut ini: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang.  

2. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang. 

3.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Kota Kupang. 

4. Secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja 

Modal. 

5. Hasil koefisien determinasi adalah 90,4% yang merupakan kontribusi 

dari Belanja Modal dan tiga variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA), sedangkan sisanya 9,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang terdapat di luar penelitian ini. 

6.2 Saran 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat 

menyarankan hal – hal berikut : 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang. Cara untuk meningkatkan 
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PAD yaitu dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, 

menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun 

pemungutan pajak daerah,melakukan pembenahan manajemen 

pengelolaan pajak daerah dan memperluas tax-base pajak daerah . 

Semakin besar PAD maka semakin besar pula dana yang dialokasikan 

untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan 

prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Bagi peneliti – peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian 

serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat 

diketahui lebih dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Pemerintah Kota 

Kupang, dengan mengangkat objek penelitian pada produk ekonomi 

lainnya, dengan jumlah variabel lebih luas. 
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